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ABSTRAK

ANALISIS KEMANFAATAN INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

SUATU STUDI KUALITATIF

OLEH

RAHMAD EFENDI

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kemanfaatan informasi
akuntansi berbasis akrual yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah daerah,
dengan menggunakan analisis framing theory.  Informan penelitian berjumlah 27
orang di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung terdiri dari Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) 15 orang dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) 12 orang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara semiterstruktur,
uji validitas data dengan metode triangulasi dan analisis serta manajemen data
kualitatif menggunakan software NVivo versi 12.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi akuntansi akrual belum
dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya
hasil penelitian disajikan dalam framing kemanfaatan informasi akuntansi
berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintah daerah meliputi Diagnosis
(permasalahan): Sistem: sistem informasi akuntansi tidak full accrual, tidak
terintegrasi dengan subsistem perencanaan dan aset; Sumber Daya Manusia
(SDM): pemahaman yang rendah dan jumlah pegawai basis pendidikan akuntansi
yang kurang; Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: belum full disclosure,
tidak disajikan secara utuh dan valid; Regulasi: belum mengatur tentang
pemanfaatan informasi dalam laporan keuangan; Pengguna Laporan: rendahnya
komitmen dan pemahaman eksekutif dan legislatif tentang penggunaan informasi
laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Prognosis (strategi): pendidikan
dan pelatihan pegawai, sosialisasi kepada eksekutif dan legislatif, perbaikan
sistem informasi akuntansi daerah, dan perubahan regulasi baik pusat maupun
daerah yang memberi peran terhadap informasi akuntansi dalam laporan keuangan
pemerintah. Motivasional (dampak): meningkatkan efisiensi dan efektifitas,
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pengukuran kinerja dan pengawasan
internal, pengambilan keputusan yang tepat dan komprehensif, mewujudkan
prinsip kehati-hatian, perhitungan tarif layanan, meminimalisir politisasi anggaran
dan peluang terjadinya korupsi.

Kata kunci: akuntansi sektor pubik, basis akrual, kemanfaatan informasi,
kualitatif, teori framing



ABSTRACT

USEFULNESS ANALYSIS OF ACCRUAL BASED ACCOUNTING
INFORMATION ON LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL

STATEMENTS: A QUALITATIVE STUDY

BY

RAHMAD EFENDI

This study aims to explain the usefulness of accrual-based accounting information
on local government financial statements, using framing theory analysis.
Informants in the study amounted to 27 people in the Lampung Provincial
Government consisting of Regional Government Budget Team(TAPD) 15 people
and Government Internal Supervisory Apparatus(APIP) 12 people. Data
collection techniques by semi-structured interviews,  test the validity of the data
using triangulation and analysis methods and qualitative data management using
NVivo version 12 software.

The results showed that the accrual accounting information had not been useful by
the local government in decision making.  Furthermore, the results of the
researchare presented by framing usefulnessof accrual-based accounting
information on local government financial statement including Diagnosis
(problem): System, accounting information system is not full accrual, not
integrated with planning and asset subsystems; Human Resources (HR), low
understanding and less number of accounting education employees; Data of Local
Government Financial Statements, not full disclosure, are not presented in full and
valid; Regulation, has not regulated the use of information in financial statements;
Report Users, low executive and legislative commitment and understanding about
the use of financial report information for decision making. Prognosis (strategi):
employee education and training, socialization to the executive and legislative,
improvement of regional accounting information systems, and changes in
regulations both central and regional which give role to accounting information in
government financial reports. Motivational (impact): increasing efficiency and
effectiveness, increasing transparency and accountability, measuring performance
and internal supervision, comprehensive and prudent decision making, realizing
the principle of prudence, for calculating service rates, minimizing budget
politicization and minimizing opportunities for corruption.

Keywords: accrual basic, framing theory, public sector accounting, qualitative,
usefulness information.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan disusun dalam rangka penyediaan informasi yang relevan

dalam hal posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah

dimaksudkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna

dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi,

sosial maupun politik. Informasi akuntansi dalam laporan keuangan dikatakan

berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif yang merupakan ukuran

normatif yang perlu diwujudkan sehingga dapat memenuhi tujuan laporan

keuangan.  Karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi agar informasi akuntansi

mencapai kualitas yang diinginkan yaitu:  relevan, andal, dapat dibandingkan dan

dapat dipahami (PP 71 tahun 2010).

Laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terutama informasi dalam neraca

dan laporan operasional dapat memberikan informasi yang akurat terutama

mengenai nilai aset dan kewajiban pemerintah, dan jauh lebih penting jika data

akuntansi tersebut dimanfaatkan untuk tujuan manajemen seperti pengambilan

keputusan keuangan. Daftar nilai aset yang tidak akurat menyebabkan banyak

kasus korupsi dan penyimpangan berupa pengalihan aset dan penyimpangan dana
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dari pembelian aset pemerintah yang terjadi di Indonesia (McLeod dan Harun,

2014; Harun et al., 2012) .

Para peneliti telah menemukan bukti terdapat keterbatasan dalam hal pemanfaatan

informasi akuntansi akrual yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah. Hal

ini menunjukkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan dengan

karakteristik relevansi dengan skor yang masih rendah dan dirasakan tidak

memiliki nilai umpan balik  dan tidak memiliki nilai prediksi. Pemerintah

menerapkan akuntansi berbasis akrual sangat dipengaruhi oleh peran sosio-politik

sehingga informasi akrual tidak dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan

(Cohen et al., 2013; Cohen dan Karatzimas, 2017).

Connolly dan Hyndman (2006) mengatakan bahwa terdapat interpretasi yang

berbeda-beda terkait pemanfaatan informasi akuntansi akrual dalam  laporan

keuangan pemerintahan di UK dan North Irlandia dan memerlukan waktu yang

lama hingga informasi akuntansi akrual sampai dapat dirasakan manfaatnya.

Hyndman dan Connolly (2011) dalam penelitian berikutnya mengatakan bahwa

kompleksitas tambahan dalam penerapan akuntansi akrual di Republik of Irlandia

(RoI) dirasakan tidak memberikan tambahan nilai sama sekali, manfaat terbesar

hanya dirasakan pada modal atau aset.

Gamayuni (2018) dalam penelitiannya terhadap beberapa pemerintah daerah di

Provinsi Lampung menemukan hasil bahwa penerapan standar akuntansi

pemerintahan berbasis akrual tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan dan informasi dalam laporan keuangan belum dipergunakan dalam

pengambilan keputusan penganggaran daerah yang diakibatkan oleh keterbatasan
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kemampuan SDM. Susanto dan Djuminah (2015) dalam penelitiannya pada

seluruh pemerintah daerah pulau Jawa dan Madura di Indonesia menemukan bukti

empiris bahwa kelompok elemen laporan keuangan dalam local goverment

financial statement (LGFS) yang dihasilkan dari akuntansi berbasis akrual

memiliki rasio tingkat kegunaan atau kemanfaatan yang lebih rendah daripada

kelompok elemen laporan keuangan dalam local goverment financial statement

(LGFS) yang dihasilkan dari akuntansi berbasis kas.

Kobayashi et al. (2016) dalam penelitiannya pada pemerintahan lokal di Jepang

menunjukkan bahwa informasi akrual kurang dimanfaatkan dalam proses

penganggaran, evaluasi, pengelolaan aset atau manajemen hutang, pejabat

memanfaatkan informasi akrual yang berguna untuk manajemen kinerja. Selain

itu, pengalaman dan kepemimpinan secara signifikan berkontribusi terhadap

efektifitas pengambilan keputusan. Andriani et al. (2010) dalam penelitiannya di

negara Australia menemukan hasil bahwa dari 19 item kategori pengambilan

keputusan ditemukan 16 item kegunaan informasi akrual lebih bermanfaat dalam

pengambilan keputusan dibandingkan dengan informasi akuntansi berbasis kas.

Informasi berbasis kas hanya dipergunakan untuk mengkaji kebutuhan arus kas

departemen.

Nogueira dan Jorge (2015; 2017) dan Nogueira et al. (2013) dalam penelitiannya

menemukan bahwa manfaat informasi akuntansi akrual disektor publik khususnya

pemerintah daerah negara Portugal sudah cukup dirasakan dan bermanfaat untuk

peningkatan pengendalian internal dan berguna dalam pengambilan keputusan

internal, pengambilan keputusan politik maupun keputusan teknis. Kober et al.
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(2010) menemukan bahwa sistem akuntansi berbasis kas dianggap tidak berguna

untuk sebagian besar situasi pengambilan keputusan dibandingkan dengan sistem

akuntansi berbasis akrual di Negara Australia. Mbelwa (2015) dalam

penelitiannya menemukan bahwa pentingnya pendidikan dan pengalaman bidang

akuntansi dan keuangan tentang penggunaan informasi akuntansi kepada aktor

yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan penganggaran pemerintah

daerah di Negara Tanzania.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya interpretasi yang

berbeda-beda dari pihak-pihak yang berkepentingan terkait kemanfaatan informasi

akuntansi akrual dalam penerapan akuntansi berbasis akrual sektor pemerintahan

dan adanya keterbatasan pemanfaatan informasi akuntansi akrual yang tersaji

dalam laporan keuangan yang menunjukkan karakteristik kualitatif laporan

keuangan dengan karakteristik relevansi yang masih rendah dan dirasakan tidak

memiliki nilai umpan balik dan tidak memiliki nilai prediksi. Sehingga penulis

merasa perlu melakukan penelitian ini dengan menggali gagasan atau ide dari

berbagai pihak di lingkungan pemerintah daerah tentang skema interpretasi

kemanfaatan informasi akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan

pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori framing dengan mempertimbangkan

penelitian yang dilakukan oleh Roussy dan Brivot (2016) yang menggali gagasan

atau ide dari berbagai pihak tentang skema interpretasi kualitas auditor internal

dari sudut pandang auditor internal, komite audit, auditor ekternal dan lembaga

audit di Kanada. Selanjutnya penelitian Bay (2011) yang meneliti frame
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pertanggungjawaban keuangan mengenai sebuah analisis keterbatasan akuntansi

yang dibingkai dalam kehidupan sosial sehari-hari, tidak dalam lingkup akuntansi

dalam organisasi di Negara Swedia. Vogel (2011) yang meneliti tentang framing

terkait konflik praktik model manajerial dan model birokratik pada manajemen

sektor publik dalam penerapan New Public Management (NPM) di negara

Jerman. Daellenbach dan Parkinson (2017) meneliti dengan pendekatan teori

framing tentang social marketing. Penelitian terbaru dibidang akuntansi dengan

pendekatan teori framing yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ferry et al. (2017)

yang mencoba membuat framing tentang retorika adopsi akuntansi berbasis akrual

di negara Malaysia. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa adopsi akuntansi

berbasis akrual memiliki potensi untuk menentukan tatakelola pemerintahan yang

baik dan sebagai alat anti-korupsi.

Analisis framing menyebutkan bahwa interpretasi yang berbeda merupakan

sebuah “schemata of interpretation” dari teori framing analysis study oleh

Goffman (1986). Teori framing selanjutnya dikembangkan oleh Benford dan

Snow (2000) yang menyatakan bahwa framing menggambarkan sebuah frame

yang terdiri dari tiga struktur komponen yang saling terkait yang terdiri dari:

diagnosis (fokus utama atau pokok permasalahan terkait isu termasuk penyebab

masalah), prognosis (apa yang harus dilakukan atau bagaimana solusi dan

strateginya dalam menyelesaikan masalah) dan motivational (mengapa hal-hal

tersebut perlu dilakukan atau motivasi yang mendukung frame diagnosis dan

prognosis). Kaplan (2008) menjelaskan bahwa framing membentuk bagaimana

masalah dan solusi didefinisikan dan dengan demikian pilihan strategis mana yang

dibuat.
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Sudut pandang teori framing dari tiga komponen tersebut, penulis mencoba untuk

membangun frame dengan menggali ide atau gagasan tentang “kemanfaatan

informasi akuntansi  dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan

pemerintah daerah”. Informasi yang didapat akan dibangun dari perspektif teori

framing dimulai dari diagnosis (fokus utama/ pokok permasalahan termasuk

penyebab masalah), prognosis (apa dan bagaimana solusi dan strateginya) dan

motivational (mengapa atau apa dampaknya) terkait kemanfaatan informasi

akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintah khususnya pada

tingkat pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif

menggunakan analisis framing dengan tema kemanfaatan informasi akuntansi

dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan mengambil

judul: “ANALISIS KEMANFAATAN INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS

AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: SUATU

STUDI KUALITATIF”

1.2 Rumusan Masalah

Kewajiban pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi berbasis

akrual telah dimulai sejak tahun 2015, sebagaimana termuat dalam peraturan

menteri dalam negeri No. 64 tahun 2013. Berdasarkan berbagai hasil penelitian

sebelumnya masih ditemukan bahwa informasi akuntansi berbasis akrual dalam

laporan keuangan pemerintah manfaatnya belum dirasakan dan terdapat persepsi

yang berbeda-beda, sehingga permasalahan yang akan dijawab dalam artikel ini

adalah:
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1) Apakah penyebab dan permasalahan utama dalam pemanfaatan informasi

akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintah daerah?

2) Bagaimana upaya dan strateginya agar informasi akuntansi berbasis akrual

pada laporan keuangan pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dalam proses

pengambilan keputusan?

3) Apa dampaknya apabila informasi akuntansi berbasis akrual pada laporan

keuangan pemerintah daerah dipergunakan dalam proses pengambilan

keputusan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan adalah:

1) Memperoleh informasi tentang permasalahan utama terkait pemanfaatan

informasi akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintah

daerah;

2) Memperoleh informasi tentang upaya dan strategi yang harus dilakukan oleh

pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan terkait pemanfaatan

informasi akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintah

daerah;

3) Memperoleh informasi tentang manfaat yang didapat oleh pemerintah daerah

apabila strategi dijalankan untuk mengatasi permasalahan dalam upaya

pemanfaatan informasi akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan

pemerintah daerah.



8

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan

literasi dalam ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik tentang

implementasi standar akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah khususnya

tentang kemanfaatan informasi akuntansi akrual dalam laporan keuangan

pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah Daerah:

Sebagai acuan bagi semua stakeholder di lingkungan pemerintah daerah

terkait permasalahan dan kendala, strategi penyelesaian masalah serta

manfaat yang didapat dalam hal pemanfaatan informasi akuntansi akrual yang

tersaji dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), sehingga dapat

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan,

penganggaran, pelaporan dan penyusunan regulasi.

2) Bagi aparat pengawas internal pemerintah (APIP)

Sebagai acuan bagi pihak reviewer dan aparat pengawas internal pemerintah

dalam melakukan review laporan keuangan pemerintah daerah dan dalam

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah,

sehingga dapat memberikan masukan-masukan kepada stakeholder mengenai

manfaat informasi yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah daerah.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Framing Theory

Teori framing merupakan perkembangan dari framing analysis study yang

diperkenalkan oleh Goffman (1986) yang selanjutnya berkembang menjadi

sebuah teori yang mendefinisikan bahwa framing sebagai “schemata of

interpretation”, yang menggambarkan framing sebuah bangunan yang terdiri dari

berbagai blok yang diambil dari latar belakang individu yang berbeda (struktur

kognitif) dan logika kelembagaan yang ada (struktur sosial). Framing bersifat

dinamis dan rapuh oleh karena itu perubahan akan didominasi oleh framing

tertentu sebagai framing pesaing. Kaplan (2008) menjelaskan bahwa skemata

interpretasi adalah merupakan sebuah struktur sosial yang dinegosiasi secara

kolektif dan muncul secara jelas dalam perkembangan kedepannya, dimana

masing-masing individu memungkinkan untuk memberikan pemahaman tentang

realita yang terjadi disekitar mereka.

Sebuah framing biasanya meliputi metafora, simbol atau isyarat kognitif yang

melemparkan isu-isu tertentu dalam kondisi tertentu dan menyarankan cara-cara

yang memungkinkan untuk menanggapi isu-isu tersebut. Chong and Druckman

(2007) tidak seperti framing dalam komunikasi, yang mencerminkan penekanan
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pembicara, framing dalam pemikiran individu mengacu pada apa yang diyakini

audiens sebagai aspek yang paling menonjol dari sebuah isu. Sulistyo (2013)

analisis framing adalah metode untuk melihat cara bercerita (history telling)

media atas suatu peristiwa, dimana cara bercerita itu tergambar pada ’cara

melihat’ tema dan realitas yang dijadikan berita.

Framing perlu aktor pelaku dan jaringan individu yang kuat dan memiliki cara

tertentu dalam melihat dunia sekitarnya, untuk eksistensi dan mendapatkan

legitimasi sehingga akhirnya akan mendapatkan kekuatan untuk perubahan

kelembagaan. Namun, harus ditekankan bahwa framing tidak menjual alat-alat

atau teknik pengaruh, karena mereka tidak bisa menjadi instrumen yang akan

dikerahkan.  Beberapa orang memiliki disposisi atau prasangka mereka yang

condong kepada framing tertentu bukan karena pengaruh orang lain (Kaplan,

2008).

Borah (2011) dalam tulisannya menyebutkan bahwa framing sebagai sebuah

perangkat yang memfasilitasi bagaimana pewarta mengatur sejumlah besar

informasi dan mengemasnya secara efektif untuk audien mereka. Framing

sebagai pola kognisi, interpretasi, dan presentasi pada  pemilihan, penekanan, dan

pengecualian.

Penelitian dengan pendekatan teori framing banyak digunakan dibidang ilmu

komunikasi, Abreu (2015) menyatakan untuk mengidentifikasi framing ini,

penelitian komunikasi secara tradisional menggunakan metode induktif dan

deduktif. Metode deduktif didasarkan pada framing yang telah ditentukan yang

kemudian diukur dalam analisis sampel. Pendekatan induktif memungkinkan
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deteksi framing melalui perendaman pada sampel yang dipilih. Selanjutnya

peneliti harus menemukan keterkaitan diantara unsur-unsur tersebut, karena isi

laten framing akan muncul dari asosiasi gambar, metafora, argumen dan lain-lain.

Teori framing selanjutnya dikembangkan oleh Benford and Snow (2000) yang

menuliskan bahwa framing biasanya digambarkan sebagai bagian yang terdiri dari

tiga elemen atau unsur yang berbeda yaitu: diagnosis, prognosis dan motivational.

Diagnosis merupakan framing tentang pendefinisian permasalahan secara spesifik

atau fokus utama yang menggambarkan isu-isu yang dilontarkan, terdapat

masalah, apa masalahnya dan apa penyebab masalahnya. Framing diagnosis

dalam penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana pihak-pihak yang

berkepentingan dan berhubungan  dapat memahami tentang permasalahan utama

atau kendala utama termasuk penyebab adanya kendala pada pemanfaatan

informasi akuntansi dalam laporan keuangan pemerintahan daerah yang berbasis

akrual atau fokus utama yang menggambarkan permasalahan dalam kemanfaatan

informasi akuntansi akrual dalam proses pengambilan  keputusan.

Prognosis merupakan framing tentang solusi untuk memecahkan permasalahan

yang potensial mengenai kendala dalam pemanfaatan informasi akuntansi akrual

sebagai dasar pengambilan keputusan.  Strategi yang harus dilakukan dan diikuti

sebagai panduan untuk menyatakan bahwa informasi akuntansi akrual di sektor

pemerintahan telah dimanfaatkan sepenuhnya sebagai dasar pengambilan

keputusan ekonomi dan pemerintahan, misalnya strategi perlu dilakukan pelatihan

dan sosialisasi tentang pemanfaatan informasi laporan keuangan untuk

pengambilan keputusan (Mbelwa, 2015). Pelatihan dan pengalaman profesional
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berhubungan positif dengan kegunaannya dikaitkan dengan informasi laporan

keuangan (Nogueira et al., 2013).

Motivational merupakan framing tentang alasan mengapa atau motivasi apa yang

mendasari sehingga informasi akuntansi akrual dalam laporan keuangan

pemerintah daerah tersebut harus dipergunakan atau dimanfaatkan dalam proses

pengambilan keputusan. Alasan ini digunakan sebagai framing pendukung dari

framing diagnosis dan framing prognosis dalam meyakinkan orang lain untuk

mengikuti framing mereka.  Misalnya jika informasi akuntansi berbasis akrual

disektor publik dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan maka

berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan efisiensi

dan efektifitas dalam penggunaan dana publik dan sumber daya lainnya (Oefogbu

dan Grace, 2014), serta dapat meningkatkan pengendalian internal di lingkungan

pemerintahan (Noguiera et al.,  2017).

2.1.2 Decision Usefulness Theory

Scott (2005) menuliskan bahwa perspektif informasi berkaitan dengan penyamaan

kegunaan informasi dengan kandungan informasi. Penyediaan informasi yang

bermanfaat diperlukan untuk pengambilan keputusan saat ini diakui sebagai

tujuan informasi akuntansi. Decision usefulness adalah  pendekatan penyusunan

informasi pelaporan keuangan yang mempelajari teori pengambilan keputusan

investor untuk memahami sifat dan jenis informasi yang dibutuhkan oleh para

investor.

IPSASB (2014) menjelaskan bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah untuk

memberikan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja sebuah organisasi
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yang berguna bagi beragam pengguna (pemangku kepentingan internal dan

eksternal) dalam mengambilan keputusan.

Dandago dan Isdawani (2013) menyatakan bahwa pelaporan keuangan

berorientasi pada satu dari dua hal berikut: menuju pembuatan keputusan

(pengguna yang memerlukan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan

untuk keputusan tertentu) atau terhadap model keputusan yang digunakan untuk

membuat keputusan tersebut, dimana informasi tersebut merupakan sebuah input

atau masukan. Pengguna laporan keuangan mungkin bisa memanfaatkan secara

langsung informasi yang terkandung di dalamnya untuk pengambilan berbagai

keputusan atau mungkin harus menggunakan bantuan beberapa tenaga ahli untuk

membimbing mereka dalam menyikapi pesan atau informasi yang terkandung di

dalamnya dan bagaimana cara memanfaatkannya untuk keputusan yang tepat.

Tollerson (2013) menjelaskan bahwa secara umum mendefinisikan kegunaan

keputusan sebagai sebuah keputusan yang disimpulkan saat mempertimbangkan

apakah akan memanfaatkan informasi yang diterima mengenai fakta atau keadaan

tertentu untuk membuat satu atau beberapa keputusan spesifik. Dalam konteks

akuntansi, kegunaan keputusan adalah keputusan yang disimpulkan oleh

pengungkapan pelaporan keuangan saat pengguna mempertimbangkan apakah

akan menggunakan pengungkapan untuk satu atau beberapa keputusan spesifik.

Williams dan Ravenscroft (2014) dalam artikelnya tentang “rethinking decision

usefulness” menyebutkan bahwa kegunaan keputusan bukanlah properti dari

setiap data akuntansi tetapi berasal dari properti dari setiap data yang lebih bisa

dibuktikan, yaitu data mengungkapkan fakta yang memungkinkan sebuah
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penilaian terjadi dan dibuat mengenai sebuah keadaan. FASB (1978) tentang

pernyataan nomor 1 konsep akuntansi keuangan bahwa pelaporan keuangan harus

memberikan informasi yang berguna  untuk menyajikan dan memberikan potensi

kepada investor, kreditur dan pengguna lainnya dalam berinvestasi secara

rasional, memberikan kredit dan keputusan sejenisnya. IASB (2010)

menyebutkan bahwa tujuan ekternal pelaporan keuangan secara umum untuk

memberikan informasi yang bermanfaat kepada investor dan pemberi pinjaman

yang ada dan potensial, kreditur dan lainnya dalam pengambilan keputusan dalam

penyediaan sumber daya kepada entitas.

Berdasarkan teori ini bahwa informasi yang tersaji dalam laporan keuangan

pemerintah diharapkan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang

strategis sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Study

nomor 14 yang diterbitkan oleh International Public Sector Accounting Standards

Board (2014), menjelaskan bahwa informasi yang disajikan pada akuntansi

pemerintahan berbasis akrual dalam pelaporan keuangan memungkinkan

pemangku kepentingan dalam rangka menilai akuntabilitas pengelolaan sumber

daya, menilai kinerja, menilai posisi keuangan, menilai arus kas entitas dan

pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya.

2.1.3 New Public Management (NPM)

Selama 20 tahun terakhir ditandai oleh  sebuah gerakan reformasi yang disebut

New Public Management (NPM) yang bertujuan untuk memahami dan mengelola

aktivitas sektor publik. Hal ini perlu dipecahkan dengan model birokrasi dan

memperkenalkan konsep ke dalam Administrasi Sektor Publik tersebut sebagai
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daya saing, efisiensi dan kinerja yang sudah dipergunakan saat ini dalam

manajemen sektor swasta (Jesus dan Eirado, 2012).  Reformasi sektor publik di

era tahun 1980-an dilakukan di negara-negara industri maju sebagai jawaban atas

berbagai kritikan. Berbagai perubahan dilakukan misalnya dengan mengadopsi

pendekatan NPM dan reinventing government dibanyak negara terutama Negara

Anglo Saxon. NPM merupakan fenomena global yang mempunyai tujuan untuk

memperbaiki efisiensi dan efektifitas, meningkatkan responsifitas dan

memperbaiki akuntabilitas manajerial organisasi publik (Sancoko et al., 2008

dalam kutipan Kristiawati, 2015).

NPM telah memainkan peran dominan dalam reformasi, khususnya dalam lingkup

organisasi sektor publik.  Salah satu tujuan NPM adalah untuk mengubah

administrasi publik, khususnya dibidang pengelolaan keuangan negara menjadi

lebih informatif.  Hal ini ditandai dengan adanya pengenalan akuntansi berbasis

akrual dalam entitas pemerintah yang seringkali disebut sebagai inovasi dalam

berbagai wacana NPM (Sari dan Putra, 2012).

Tujuan utama dari NPM adalah menciptakan lingkungan dimana permintaan

publik mereformasi cara pemerintah mengelola aktivitas mereka, dan bertanggung

jawab memenuhi kebutuhan mereka tanpa meninggalkan beban besar pada

generasi mendatang. NPM difokuskan pada efisiensi, karena pemerintah

diseluruh dunia diminta untuk berbuat lebih banyak dengan menggunakan lebih

sedikit sumber daya dan lebih bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat

atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Akuntansi memainkan

peran penting dalam perkembangan NPM. Sejumlah Negara-negara Uni Eropa
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telah mengadopsi dan mengembangkan cara kerja baru, yang mana telah

mengubah bagaimana pemerintah pusat dan daerah melayani masyarakat dan

berakibat pada peningkatan kinerja. Struktur akuntabilitas, kebijakan akuntansi

dan skema pelaporan telah terlihat perubahan yang signifikan (Aurora dan

Mihaela, 2009).

Ofoegbu dan Grace (2014) menuliskan dalam kutipannya bahwa NPM

penekanannya pada manajemen pelayanan publik yang berbasis pasar atau budaya

perusahaan dan berfokus pada output dalam pengukuran kinerja bukan pada input

serta berfokus pada hasil daripada prosedur. Metode dan program dari New

Public Manajemen ditujukan untuk mereformasi organisasi dan proses sektor

publik untuk membuatnya menjadi lebih kompetitif dan efisien dalam penggunaan

sumber daya dan pemberian layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

beberapa negara telah menerapkan perubahan NPM dengan kecepatan yang lebih

cepat dan lebih antusias daripada yang lain.

Hyndman dan Connolly (2011) dalam kutipan tulisannya terdapat identifikasi

adopsi NPM di negara-negara maju yaitu NPM dengan intensitas tinggi yaitu di

negara Australia, Selandia Baru dan Inggris, NPM dengan intensitas menengah di

negara Austria, Italia dan Republic of Irlandia (RoI) dan adopsi NPM dengan

intensitas rendah di negara Yunani, Jepang dan Spanyol. Kartalis et al. (2016)

dalam penelitiannya di Yunani menjelaskan bahwa reformasi NPM berkontribusi

pada pergeseran batas-batas organisasi dari cultural/ archaeological ke economic/

financial dimana keduanya ini akan menghasilkan tujuan organisasi yang saling

bertentangan. Implementasi standar akuntansi berbasis akrual di lingkungan
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pemerintah pusat maupun daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari

konsep NPM dalam menuju tata kelola pemerintahan yang baik dalam

mewujudkan good government governance.

2.2 Kajian Literatur dan Penelitian Terdahulu

2.2.1 Implementasi Akuntansi Akrual Sektor Publik di Negara Lain

Akuntansi akrual adalah metode yang mengukur kinerja keuangan dan posisi

keuangan entitas untuk mengenali efek dari transaksi atau kejadian saat terjadi.

Akuntansi akrual berbeda dengan akuntansi kas karena akuntansi kas adalah

dilihat sebagai uang tunai atau ekuivalennya, baik saat diterima atau dibayar. The

International Public Sector Accounting Standar Board (IPSASB), yang berada di

bawah International Federation of Accountant (IFAC), diketahui

bertanggungjawab untuk mengembangkan International Public Sector Accounting

Standard (IPSAS) dan sangat mendorong pemerintah nasional untuk menerapkan

akuntansi berbasis akrual (IPSASB, 2014).

Penerapan akuntansi berbasis akrual sektor publik baru-baru ini dapat dikaitkan

dengan sejumlah faktor yaitu: (i) pengakuan atas keterbatasan akuntansi berbasis

kas, (ii) pengembangan standar internasional berbasis akrual untuk pelaporan

fiskal dan keuangan pemerintah, (iii) profesionalisasi kader akuntansi pemerintah

dan pengenalan teknik sektor swasta kesektor publik; serta (iv) munculnya

Financial Management Information Systems (FMISs) yang sangat mengurangi

biaya transaksi untuk mengumpulkan dan mengkonsolidasikan informasi berbasis

akrual.  IMF melaporkan bahwa sampai dengan tahun 2015 sebanyak 41 negara

(21 persen) telah mengadopsi basis akrual penuh, 16 negara bertanggung jawab
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atas penerapan basis akrual yang dimodifikasi (8 persen), 28 negara (17 persen)

menganut basis kas yang dimodifikasi, dan 114 negara (57 persen) tetap

menggunakan akuntansi basis kas murni. Diantara negara-negara tersebut

diantaranya yang menerapkan akuntansi pemerintahan dengan basis akrual penuh

yaitu: Australia, Canada, Columbia, Francis, New Zealand, United Kingdom dan

USA (IMF, 2016).

Data perkembangan adopsi dan implementasi basis akrual di sektor publik

diseluruh negara di dunia selama sepuluh tahun dari tahun 2005 sampai dengan

2015  menunjukkan kenaikan yang signifikan.  Tahun 2005: 10 negara melakukan

adopsi akuntansi akrual dan 20 negara melakukan implementasi akuntansi

berbasis akrual.  Tahun 2015: 14 negara melakukan adopsi akuntansi akrual dan

41 negara melakukan implementasi akuntansi berbasis akrual (Deloitte, 2015).

Pergeseran menuju struktur akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual di

sektor publik yang komprehensif mulai berlangsung pada akhir 1980-an, terutama

di negara Australia dan Selandia Baru.  Kemudian pada tahun 1993 penerapan

basis akrual diikuti oleh negara Swedia yang menerapkan basis akrual pada

tingkat kementerian, dan pada level konsolidasian setahun kemudian.  Pemerintah

Swedia menerapkan basis akrual penuh pada laporan keuangannya, pengecualian

terhadap perlakuan aset bersejarah dan pajak (Carlin, 2005).  Negara Australia

dimana semua departemen menyusun laporan keuangan berbasis akrual pada

tahun 1994.  Reformasi anggaran mulai dilaksanakan pada bulan Mei 1999,

dimana Komisi Nasional Audit merekomendasikan anggaran berbasis akrual

sebagai pengganti dari anggaran berbasis kas (Andriani et al., 2010).
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Selain itu, Italia dan Portugis juga sudah mengimplementasikan basis akrual

dalam entitas pemerintahannya.  Negara Italia basis akrual mulai diperkenalkan

pada tahun 1997 dan diimplementasikan pada tahun 1998.  Basis akrual

digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, sedangkan penganggaran tetap

menggunakan sistem akuntansi basis kas dengan komitmen.  Sementara itu, di

negara Portugis sistem akuntansi pemerintahan dibagi menjadi tiga model, yaitu

akuntansi keuangan dan akuntansi biaya yang disusun berdasarkan basis akrual,

serta akuntansi anggaran yang disusun berdasarkan basis kas modifikasi (Sari dan

Putra, 2012).

Pelaporan akrual penuh untuk badan-badan yang didanai anggaran telah diadopsi

di Belanda (OECD, 1997), Finlandia, Jepang, Portugal, Swedia dan Swiss

(OECD, 2002). Islandia menggunakan sistem akrual yang dimodifikasi, berbeda

dengan model akrual penuh hanya karena masalah kebijakan, semua aset berumur

panjang dibebankan pada saat perolehan. Yurisdiksi lain, kerangka utama

pelaporan berbasis kas dipertahankan, ditambah dengan pengungkapan akrual

tambahan (Carlin, 2005). Ofoegbo dan Grace (2014) melaporkan bahwa Nigeria

akan menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada tahun 2016 secara

penuh.

Adhikari dan Nesbakk (2016) melaporkan bahwa sebagian besar negara anggota

OECD bersikap underestimate dari kompleksitas dalam menerapkan akuntansi

akrual di sektor publik dan karena itu memerlukan lebih banyak waktu, sumber

daya dan usaha untuk diadopsi daripada yang direncanakan semula. (Ball and

Plugrath, 2012) dalam kutipan Ofoegbo dan Grace (2014) berpendapat bahwa
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pembukuan berbasis kas tidak dapat menciptakan transparansi oleh pemerintah.

Hanya akan menghasilkan sebagian laporan dari keseluruhan gambaran

operasional pemerintah.

Beberapa negara yang telah menjadi pelopor bagi penerapan basis akrual pada

akuntansi pemerintahannya, diantara yang telah menerapkan lebih awal adalah

Swedia dan Selandia Baru.  Negara ini telah menerapkan basis akrual sejak tahun

1993 yakni pada tingkat kementerian, dan tidak lama setelah itu telah menerapkan

basis akrual pada tingkat konsolidasian. Meskipun penerapannya lancar dan tidak

mengalami pertentangan maupun penolakan dari kementerian serta perdebatan

mengenai basis akrual pada pemerintahan, namun tetap membutuhkan waktu

beberapa tahun untuk dapat menerapkan akuntansi berbasis akrual pada

pemerintahan karena harus ada perombakan terhadap sarana dan prasarana untuk

kelancaran penerapan basis ini (Yafie, 2013).

Negara Malaysia telah mengimplementasikan akuntansi akrual di pemerintahan

negara tersebut sejak tahun 2015 bersamaan dengan negara Indonesia, sesuai

dengan penelitian (Ahmad et al., 2015), (Ferry et al., 2017) dan (Mahadi et al.,

2015) tentang tantangan impelementasi akuntansi akrual, faktor-faktor yang

berhubungan dengan resistensi pengguna dalam implementasi akuntansi akrual

dan framing retorika banding pemikiran implementasi akuntansi akrual di negara

Malaysia. Athukorala (2003) dalam penelitiannya yang dikutip dalam Yafie

(2013) menjelaskan bahwa dalam selang waktu beberapa tahun setelah

dipeloporinya basis akrual oleh beberapa negara yang termasuk negara G-7, telah

terjadi perubahan besar terhadap penggunaan basis akrual pada negara-negara
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yang tergabung dalam anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation

and Development) meskipun masih terdapat perbedaan derajat akrualnya di

negara-negara tersebut. Hal tersebut juga menjadi wajar adanya karena perbedaan

perkembangan dari masing-masing negara. IMF (2016) membuat maping negara-

negara di dunia tentang penerapan basis akuntansi dalam laporan keuangan

tahunan di masing-masing belahan dunia sampai dengan tahun 2015, yang terdiri

dari kas basis, kas basis modifikasi, akrual basis modifikasi dan full akrual basis

seperti gambar 2.1 dibawah ini.

Gambar 2.1 Peta negara-negara dengan basis akuntansi dalam laporan keuangan
tahunan tahun 2015.

Adhikari dan Mellemvik (2010) dalam artikelnya menunjukkan bahwa mayoritas

negara-negara Asia Selatan telah mempertimbangkan penerapan IPSAS berbasis

kas sebagai jalan menuju penerapan akuntansi sektor publik berbasis akrual.

Lembaga keuangan internasional nampaknya menciptakan mitos di kawasan itu

bahwa akuntansi akrual tidak dapat diperkenalkan tanpa terlebih dahulu mematuhi

Sumber, IMF (2016)
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basis kas IPSAS. Namun, upaya negara-negara tersebut sebagian besar diarahkan

untuk beradaptasi daripada mengadopsi IPSAS dalam semua hal yang material.

Legenkova (2016) melakukan studi dan evaluasi dampak IPSAS terhadap

keandalan, kredibilitas dan integritas pelaporan keuangan di Pemerintah Negara

Bagian Administrasi di Rusia. Implementasi IPSAS dapat ditingkatkan untuk

tujuan pemerintah federal secara signifikan memberikan layanan secara lebih

efektif dan efisien. Cohen et al. (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa

penerapan akuntansi akrual sangat dipengaruhi oleh peran sosio-politik

selanjutnya diikuti oleh faktor teknis-rasional dan faktor peran kelembagaan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa manajemen memilih menggunakan akuntansi

akrual sebagai senjata yang diperkirakan bisa meraih keuntungan, tapi tidak untuk

memanfaatkan informasi akrual dalam pengambilan keputusan.

2.2.2 Reformasi dan Penerapan Akuntansi Akrual Sektor Publik di
Indonesia

Indonesia telah melakukan reformasi ekonomi dan politik yang signifikan untuk

tujuan yang dimaksudkan untuk mendorong demokrasi, memperkuat

akuntabilitas, dan menciptakan transparansi dalam kaitannya dengan praktik

pemerintahan sektor publik. Sebagai bagian dari reformasi ini, akuntansi akrual

sekarang diwajibkan, audit independen dilakukan, dan pengungkapan diperlukan

oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah (Harun et al., 2015).

Penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Indonesia sejatinya sudah

harus dilaksanakan sejak tahun 2008 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
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tentang Perbendaharaan Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

pasal 36 ayat 1 menyatakan: “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran

pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya

dalam 5 (lima) tahun. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 70 ayat 2 dinyatakan: “Ketentuan

mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual

sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 undang-undang

ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008”.

Basis akrual diterapkan sebagai dasar pencatatan laporan keuangan, yang

diharapkan dapat memberikan manfaat lebih bagi penggunanya, baik pemerintah,

masyarakat, maupun semua pihak-pihak lain yang berkepentingan atas laporan

keuangan tersebut.   Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual juga memungkinkan

pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumberdaya

masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumberdaya tersebut.

Dengan adanya berbagai manfaat yang ditawarkan dalam penerapan basis akrual

pada entitas pemerintah, beberapa negara di dunia sedang berupaya

mengaplikasikannya (Sari dan Putra, 2012).

Ahyaruddin (2013) menuliskan bahwa penerapan standar akuntansi berbasis

akrual dalam standar akuntansi pemerintahan di Indonesia merupakan tantangan

besar bagi pemerintah dan harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang

matang dan terstruktur. Keberhasilan suatu perubahan akuntansi pemerintahan

menuju basis akrual agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih
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transparan dan lebih akuntabel memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai

pihak. Beberapa tantangan penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan

Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Sistem Akuntansi dan Imformation Technology (IT) Based System;

2. Komitmen Pimpinan;

3. Sumber Daya Manusia yang kompeten;

4. Resistensi terhadap perubahan; dan

5. Lingkungan/Masyarakat.

Harun et al. (2012) mengungkapkan bagaimana keputusan Pemerintah Indonesia

untuk menerapkan akuntansi akrual pada tahun 2003 adalah bagian dari reformasi

politik dan ekonomi yang lebih besar setelah krisis keuangan dan politik yang

terjadi pada tahun 1998. Idealnya dimulai pada awal tahun 1998 oleh teknokrat di

Kementerian Keuangan, praktik akuntansi akrual kemudian ditangguhkan dan

kemudian diaktifkan kembali oleh serangkaian agenda politik nasional.

Harun et al. (2015) menyatakan reformasi akuntansi di Indonesia menunjukkan

keterbatasan peraturan perundang-undangan dalam melawan pola yang telah lama

ada dan diterapkan sejak lama.  Akar dari masalah ini mungkin terletak pada

tradisi kendali pusat yang telah dimainkan dalam bentuk dialogis akuntansi yang

telah gagal muncul dari pentingnya reformasi akuntansi. Susanto dan Djuminah

(2015) menemukan bukti empiris bahwa kelompok elemen dalam laporan

keuangan yang dihasilkan dari akuntansi berbasis kas memiliki rasio tingkat

kegunaan atau kemanfaatan yang lebih tinggi dari pada kelompok elemen laporan

keuangan yang dihasilkan dari akuntansi berbasis akrual.
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Pemerintah Indonesia baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah

menerapkan akuntansi akrual sejak tahun 2015 sebagai mandat pelaksanaan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang membawa perubahan besar dalam sistem

pelaporan keuangan di Indonesia. Deloitte (2015) menuliskan bahwa terdapat 10

(sepuluh) negara yang menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual

bersamaan penerapannya dengan negara Indonesia pada tahun 2015 yaitu:

Malaysia, Singapura, Turki, Switzerland, Austria, Nigeria, Afrika Selatan, Chile,

dan Island.

Perubahan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas

posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan

kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja (Lamonisi, 2016).

Khusus untuk Pemerintah daerah, pada tahun 2013 Kementerian Dalam Negeri

telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah daerah. Peraturan Menteri

ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi

berbasis akrual secara penuh paling lambat tahun anggaran 2015.

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya

peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah

selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu

komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden

tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Pasal 36 Ayat (1) tentang Keuangan
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Negara yang mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan

pengukuran pendapatan dan belanja untuk dilaksanakan selambat-lambatnya

dalam 5 (lima) tahun (Najati et al., 2016).

Gamayuni (2018) dalam penelitiannya terhadap beberapa pemerintah daerah di

Provinsi Lampung menunjukan hasil bahwa penerapan standar akuntansi

pemerintahan berbasis akrual tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan dan informasi dalam laporan keuangan belum dipergunakan dalam

pengambilan keputusan penganggaran pemerintah daerah yang diakibatkan oleh

keterbatasan kemampuan SDM. Muchsini (2010)  dalam penelitiannya

membuktikan  bahwa terdapat pengaruh yang sangat rendah dari adopsi akuntansi

berbasis akrual terhadap akuntabilitas keuangan daerah, dengan fokus penelitian

pada pemerintah daerah se-Jawa dan Bali. Kristiawati (2015) menyatakan bahwa

terdapat tiga faktor penentu keberhasilan penerapan akuntansi pemerintah berbasis

akrual di pemerintah daerah khususnya Kalimantan Barat yaitu: 1) Komitmen

pimpinan, 2) Kualitas SDM dan 3) Perangkat pendukung.  Lominisi (2016) bahwa

perlu adanya pengembangan terkait pemahaman para pengelola keuangan

pemerintah daerah kota Tomohon mengenai akuntansi pemerintahan berbasis

akrual.

Wahyuni dan Helmy (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemerintah

kota Malang telah memiliki komitmen yang tinggi dalam menerapkan standar

akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Namun secara psikologis hal ini hanya

bentuk tanggung jawab dan dedikasi yang dilakukan oleh SKPD terhadap PP 71

tahun 2010 dan Permendagri No. 64 tahun 2013, tanpa mengetahui makna secara
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mendalam mengenai apa itu basis akrual.  Maimunah (2015) mengungkapkan

bahwa untuk menjalankan amanat PP 71 tahun 2010 pemerintah pusat dan daerah

perlu melakukan pendidikan dan pelatihan secara intensif terhadap pegawai

dibidang keuangan tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis

akrual, disamping penyediaan perangkat sistem informasi akuntansi berbasis

akrual.

Negara Indonesia, kualitas laporan keuangannya masih dinilai dengan

menggunakan indikator opini dari pihak auditor ekternal dalam hal ini BPK RI

sebagai Audit Board of the Republic of Indonesia, kualitas laporan keuangan

belum dinilai dari indikator kemanfaatan informasi akrual dalam laporan

keuangan pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan.  Laporan keuangan

yang berkualitas yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu

relevan, handal, dapat dibandingkan, dapat dipahami serta bebas dari kesalahan/

kekeliruan/ ketidakpastian yang material yang akan diaudit oleh auditor ekternal

dari 4 (empat) pilar prinsip dasar pemeriksaan laporan keuangan pemerintah yaitu:

1) disusun sesuai SAP, 2) internal kontrol yang memadai, 3) kecukupan

pengungkapan, dan 4) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Gamayuni (2018) dalam penelitiannya terhadap auditor internal pemerintah di

pulau Jawa menemukan hasil bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kompetensi auditor internal, efektivitas

pengendalian internal dan dukungan manajemen.
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2.2.3 Kemanfaatan Informasi Akuntansi dalam Laporan Keuangan

Laporan keuangan memainkan peran penting bagi berbagai pengguna, yang

utamanya terdiri dari para kreditur, investor, karyawan, pelanggan, pemerintah

dan agensi mereka, serta masyarakat umum dalam membuat keputusan finansial

yang vital. Shagari dan Dandago (2013) temuan tentang kegunaan keputusan

pelaporan keuangan perusahaan kepada masyarakat umum. Hasil dari survei

menunjukkan bahwa laporan keuangan digunakan oleh berbagai pengguna,

termasuk investor, kreditor, pemerintah, karyawan, dan kelompok pengguna lain

yang menggunakan informasi akuntansi keuangan ini untuk berbagai pengambilan

keputusan. Untuk membuat laporan keuangan lebih bermanfaat bagi setiap

kelompok pengguna, laporan harus disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan

spesifik dari kelompok pengguna tersebut.

Tollerson (2012) menyatakan bahwa pengungkapan yang relevan lebih penting

daripada pengungkapan yang dapat dipercaya. Namun, untuk meningkatkan

pemahaman analis terhadap perusahaan, informasi yang andal lebih penting dari

pada informasi yang relevan. Study Nomor 14 yang diterbitkan oleh International

Public Sector Accounting Standards Board (2014), menjelaskan bahwa informasi

yang disajikan pada akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam pelaporan

keuangan memungkinkan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka:

a. Menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya entitas serta

penyebaran sumber daya tersebut;

b. Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas;
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c. Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya, atau melakukan

bisnis dengan suatu  entitas;

Akuntansi akrual memberikan informasi biaya penuh (full cost) dari aktivitas

pemerintah, sehingga pemerintah dapat:

a. menghitung biaya-biaya pelayanan sebagai konsekuensi dari sebuah kebijakan

untuk  pencapaian tujuan dan biaya dari mekanisme alternatif untuk mencapai

tujuan tersebut;

b. memutuskan apakah akan memproduksi pelayanan sendiri di dalam

pemerintahan, atau membeli barang dan jasa secara langsung dari organisasi

non-pemerintah;

c. memutuskan apakah pengguna akan dibebani biaya dengan layanan yang

diberikan;

d. mengalokasikan tanggung jawab untuk pengelolaan biaya tertentu.

Akuntansi akrual dapat memberikan informasi apakah sub-entitas memberikan

pelayanan-pelayanan tertentu dalam anggaran yang telah disetujui. Informasi

yang sama pada level yang lebih detil dapat juga digunakan dalam sub-entitas

untuk mengelola aktivitas dan biaya-biaya program (Mulyana, 2009).

Pemanfaatan informasi akuntansi akrual dalam sebuah hasil penelitian didapatkan

hasil bahwa perhatian kurang diberikan pada kompetensi dan kapasitas pejabat

perbendaharaan, pejabat anggaran, pejabat pembuat kebijakan serta pelaku utama

ditingkat organisasi, yang benar-benar terlibat dalam mewujudkan pemanfaatan

dari informasi akuntansi berbasis akrual sektor publik dalam kontek yang spesifik

(Adhikari dan Nesbakk, 2016).
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2.2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian pada subyek sektor publik baik di

Indonesia maupun negara-negara lainnya yang bertema kemanfaatan informasi

akuntansi berbasis akrual pada sektor pemerintahan, berikut disajikan tabel

penelitian-penelitian yang relevan dengan tema penelitian ini:

Tabel 2.1. Penelitian-penelitian terdahulu tentang kemanfaatan informasi
akuntansi akrual sektor publik.

No. Judul/ Tahun/ Peneliti Pendekatan Journal dan
alamat DOI

Hasil

1. Decision usefulness of
cash and accrual
information: Public sector
managers’ perceptions
(2010);
- Yeny Andriani
- Raplh Kober
- Juliana Ng

Kuantitatif Australian
Accounting
Review (AAR)

http://doi/10.111
1/j.1835-
2561.2010.0008
7.x

Informasi akrual lebih
bermanfaat dalam
sebagian besar item
pengambilan
keputusan
dibandingkan
informasi akuntansi
berbasis kas.

2. Accounting information
quality and decision
usefulness of governmental
financial reporting in the
public sector: Moving
from cash to modified
cash, (2017)
- Sandra Cohen
- Sotirios Karatzimas

Kuantitatif Meditary
Accounting
Research
http://emeraldin
sight.com/doi/fu
ll/10.1108/MED
AR-10-2015-
0070

menemukan bukti
empiris, meskipun
memiliki besaran
sedang dan kurang
signifikan yang
mendukung terhadap
pemanfaatan informasi
akuntansi akrual dan
meningkatkan kualitas
laporan keuangan
terkait dengan
implementasi akrual
modifikasi dan
selanjutnya
mendukung dalam
wacana penerapan
basis akrual penuh di
negara Yunani.

3. Reaping the benefits of two
worlds: An explanatory
study of the cash and the
accrual
accounting information
roles in local governments,
2013,
- Sandra Cohen

Kuantitatif Journal Applied
Accounting
Research
http://emeraldin
sight.com/doi/ful
l/10.1108/09675
421311291900

Ditemukan bahwa
akuntansi kas masih
mendominasi dalam
fungsi utama
pengambilan
keputusan, sedangkan
akuntansi akrual
berikutmnya, dan
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- Nikolaos Kaimenakis
- George Venieris

terbukti bahwa
manfaat yang
diharapkan dari
akuntansi akrual tidak
dapat dituai.

4. The usefulness of accrual
information in non-
mandatory environment:
The case of japanese local
goverment, 2016,
- Mary Kobayashi
- Kiyoshi Yamamoto
- Keiko Ashikawa

Kualitatif Australian
Accounting
Review (AAR)

http://onlinelibr
ary.wiley.com/d
oi/10.1111/auar.
12093/full

informasi akrual
kurang dimanfaatkan
dalam proses
penganggaran,
evaluasi, pengelolaan
aset atau manajemen
hutang, pejabat
memanfaatkan
informasi akrual yang
berguna untuk
manajemen kinerja.
Selain itu,
pengalaman dan
kepemimpinan secara
signifikan
berkontribusi terhadap
efektifitas
pengambilan
keputusan.

5. Mind your accrual:
Perceived usefulness of
financial information in
the Australian public
sector under different
accounting system, 2010
- Raplh Kober
- Janet Lee
- Juliana Ng

Kuantitatif Financial
Accountability
& Management
http://onlinelibr
ary.wiley.com/d
oi/10.1111/j.146
8-
0408.2010.0050
2.x/full

menemukan bahwa
sistem akuntansi
berbasis kas dianggap
tidak berguna untuk
sebagian besar situasi
pengambilan
keputusan
dibandingkan dengan
sistem akuntansi
berbasis akrual di
Negara Australia.

6. Factor influencing the use
of accounting information
in Tanzanian local
government authorities:
An institutional theory
approach, 2015;
- Latifa Mbelwa

Kuantitatif,
SEM

The Public
Sector
Accounting,
Accountability
and Auditing in
Emerging
Economies
http://dx.doi.org
/10.1108/S1479-
3563201500000
15006

menemukan bahwa
pentingnya pendidikan
dan pengalaman
bidang akuntansi dan
keuangan tentang
penggunaan informasi
akuntansi kepada aktor
yang terlibat dalam
proses pengambilan
keputusan
penganggaran
pemerintah daerah di
Negara Tanzania.

7. The usefulness of financial
information for decision-
making in Portuguese
municipalities: the

Kuantitatif Journal of
Applied
Accounting
Research

menemukan bahwa
manfaat informasi
akuntansi akrual di
sektor publik
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infortance of internal
control, 2017;
- Sonia Paula S. Nogueira
- Susana Margarida FJ.

http://dx.doi.org
/10.1108/JAAR-
05-2014-0052

khususnya pemerintah
daerah negara Portugal
sudah cukup dirasakan
dan bermanfaat untuk
peningkatan
pengendalian internal.

8 Explanatory factors for the
use of the financial report
in decision-making:
Evidence from local
government in Portugal,
2015;
- Sonia Paula S. Nogueira
- Susana Margarida FJ.

Kuantitatif Spanish
Accounting
Review
http://dx.doi.org
/10.1016/j.rcsar.
2015.09.002

menemukan bahwa
manfaat informasi
akuntansi akrual di
sektor publik
khususnya pemerintah
daerah negara Portugal
sudah cukup dirasakan
dan bermanfaat untuk
pengambilan
keputusan politik
maupun pembuat
keputusan teknis.

9. The usefulness of financial
reporting for internal
decision-making in
Portuguese municipalities,
2013;
- Sonia Paula S. Nogueira
- Susana M. F. Jorge.
- Marcedes Cervera

Oliver

Kuantitatif The Journal of
the
Iberoamerican
Academy of
Management
http://emeraldin
sight.com/doi/ful
l/10.1108/MRJI
AM-Dec-2011-
0465

menemukan bahwa
manfaat informasi
akuntansi akrual di
sektor publik
khususnya pemerintah
kotamadya negara
Portugal sudah cukup
dirasakan dan
bermanfaat untuk
pengambilan
keputusan internal

10. The usefulness of local
goverment financial
statement for regional
development planning
process (an empirical
study against the head of
the district development
planning agencies in java
and madura), 2015.
- Dwi Susanto
- Djuminah

Kuantitatif Procedia- Social
and Behavioral
Sciences

http://doi/10.101
6/j.sbspr2015.11
.012

Informasi laporan
keuangan berbasis kas
lebih banyak
digunakan daripada
informasi laporan
keuangan berbasis
akrual di Indonesia
(wilayah Jawa dan
Madura)

2.3 Kerangka Berpikir dalam Frame Kemanfaatan Informasi Akuntansi
Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kemanfaatan informasi akuntansi akrual pada laporan keuangan pemerintah

daerah dibangun dalam sebuah framing dengan tiga pokok gagasan inti dari

perspektif framing theory yang dikembangkan oleh Benford dan Snow (2000),
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yang pertama, diagnosis: berupa informasi tentang “fokus” utama atau pokok

permasalahan, apa masalahnya dan penyebab masalah terkait dengan kemanfaatan

informasi akuntansi akrual yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan,

kedua, prognosis: berupa informasi tentang “apa” yang harus dilakukan agar

informasi akuntansi akrual bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Mbelwa

(2015) menjelaskan bahwa adopsi dan implementasi akuntansi berbasis akrual di

sektor publik yaitu dengan cara memberikan  pelatihan untuk meningkatkan

keterampilan dan pengetahuan tentang pemanfaatan atau penggunaan informasi

akuntansi kepada aktor di pemerintahan atau stakeholder lainnya yang terlibat

dalam proses pengambilan keputusan penganggaran di daerah. Nogueira et al.

(2013) dalam kutipannya menulisan bahwa area pelatihan dan pengalaman

profesional pengguna terkait dengan kegunaan pelaporan keuangan, karena

penggunaannya untuk pengambilan keputusan dari berbagai jenis informasi,

pengguna yang memiliki pelatihan dibidang manajemen memiliki dayaguna yang

lebih besar terhadap informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan.

Ketiga, motivational: berupa informasi “mengapa” hal tersebut harus dilakukan,

dimana diagnosis dan prognosis dibenarkan oleh fakta bahwa pemanfaatan

informasi akuntansi akrual sebagai hasil implementasi akuntansi akrual di sektor

publik sebagai media untuk meningkatkan transparansi keuangan, akuntabilitas

dan melambangkan legitimasi (Cohen dan Karatzimas, 2017), meningkatkan

pengendalian internal (Nogueira dan Margarida, 2017) serta dapat meningkatkan

tatakelola pemerintahan yang baik dan sebagai alat anti-korupsi (Ferry et al.,

2017). Berbagai literatur yang ada dan hasil penelitian-penelitian terdahulu,

penulis mencoba merangkum dalam sebuah frame utama (main frame) yang dapat
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dijadikan sebagai metafora dalam sebuah kerangka pemikiran dalam penelitian

ini.

Tabel 2.2. Frame utama (main frame) kemanfaatan informasi akuntansi dalam
penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Main Frame

Diagnosis:
Mengidentifikasi fokus
utama, kendala dan
pokok permasalahan

Penyediaan SDM yang handal, sistem informasi berbasis IT,
komitmen dan regulasi yang mendukung, sehingga informasi
akuntansi akrual dalam laporan keuangan pemerintah daerah
mampu menyajikan informasi akuntansi yang bermanfaat ke
kelompok pengguna (stake holder), yang memenuhi
karakteristik kualitatif laporan keuanga yaitu:
- Relevan, (manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat

waktu, dan lengkap);
- Handal / Reliable (jujur, dapat diverifikasi dan netral) ;

sementara karakteristik selanjutnya harus :
- Dapat dimengerti (understanability); dan
- Dapat dibandingkan (comparibility).
(PP 71 Tahun 2010; Shagari, 2013; Dandago and Isdawani,
2013)

Prognosis:
Apa dan bagaimana?
(Mengidentifikasi solusi
termasuk upaya dan
strategi penyelesaian
masalah)

Agar informasi akuntansi akrual dalam laporan keuangan
pemerintah daerah dapat bermanfaat dalam proses
pengambilan keputusan, perlu dilakukan hal-hal sebagai
berikut:
- Pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan

kepada pihak-pihak yang terkait;
- Pendidikan dan pengalamam profesional;
- Regulasi yang mendukung.
(Mbelwa, 2015; Nogueira, 2013, Harun et al., 2015)).

Motivational:
Mengapa hal tersebut
perlu dilakukan?
(Mengidentifikasi
motivasi yang
mendukung pernyataan
diagnosis dan prognosis)

Bahwa pemanfaatan  informasi akuntansi akrual sebagai hasil
implementasi akuntansi berbasis akrual di sektor publik dapat:
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas;
- meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan

dana publik;
- peningkatan kualitas informasi keuangan pemerintah;
- meningkatkan pengendalian internal; serta
- meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan sebagai

alat anti-korupsi;
(Cohen and Karatzimas, 2017; Nogueira and Jorge, 2017,
Ferry et al., 2017).



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode

kualitatif pada pendekatan riset fenomenologi bukan grounded theory (Creswell,

2015). Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi berupa gagasan atau ide

sehubungan dengan fenomena implementasi kebijakan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) berbasis akrual disektor pemerintahan.  Fokus permasalahan

tentang kemanfaatan informasi akuntansi berbasis akrual dalam laporan keuangan

pemerintah daerah. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif digunakan karena

penelitian ini didesain untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai

fenomena yang diteliti dari sudut pandang informan dan sumber data yang lain

(Sugiyono, 2017).

Alasan peneliti menggunakan studi kualitatif dikarenakan penelitian ini melihat

segala sesuatu langsung dari aktor yang terlibat dalam realitas sosial yang ada

sehingga dapat memberikan data yang lebih kaya daripada data yang didapat dari

penelitian dengan pendekatan kuantitatif melalui survei dan kuesioner, data

wawancara dapat mengeksplorasi efek kausal. Kutipan dari informan yang

diwawancarai digunakan untuk memberikan makna secara empiris pada hasil

penelitian.
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Motivasi peneliti melakukan pendekatan kualitatif adalah dengan merujuk

penelitian dari Loo dan Lowe (2017) yang mengungkapkan adanya keterbatasan

literatur tentang Interpretive Accounting Research (IAR), dan disebutkan pula

bahwa tradisi penelitian kualitatif berpengaruh dalam penelitian akuntansi

manajemen dan telah muncul sebagai penyeimbang terhadap tradisi penelitian

kuantitatif yang sudah ada dan ekstensif. Tradisi penelitian kualitatif berfokus

pada pemahaman dan pengkajian terhadap proses manajemen dan akuntansi, serta

memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh praktisi dan

pembuat kebijakan.

Penelitian akuntansi di Indonesia masih didominasi oleh paradigma positivisme

dengan pendekatan kuantitatif sehingga penelitian akuntansi dengan paradigma

post-positivisme atau penelitian akuntansi dengan pendekatan kualitatif masih

sangat rendah (Darmayasa dan Aneswari, 2015; Anggraini, 2017). Burrel and

Morgan (2005) menjelaskan bahwa pendekatan intepretivis mencoba untuk

menjelaskan, memahami, dan menafsirkan suatu makna dan simbol yang

dimunculkan oleh seorang aktor dalam suatu realitas sosial, dimana realitas sosial

dibahas dengan memandang dunia sebagaimana adanya dengan merujuk dari

aktor yang terlibat secara langsung.

Roussy dan Brivot (2016) dalam penelitiannya mengutip dari Eisenhardt (1989)

menyatakan bahwa penelitian kualitatif sangat baik disesuaikan dengan kasus

dimana objek penelitian diperiksa dari perspektif teoritis. Berlaku untuk

penelitian ini, karena teori framing jarang sekali digunakan untuk

menggambarkan bagaimana berbagai stakeholder masing-masing memberikan
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gagasan atau ide tentang pemanfaatan informasi akuntansi akrual sebagai dasar

pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian yaitu: 1) Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai

OPD yang mewakili Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) dan Badan Keuangan Daerah (Bakueda), 2) Organisasi pengawas

internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mewakili Aparat

Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang terdiri dari Inspektorat Daerah

Provinsi Lampung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

perwakilan Lampung. Waktu penelitian Bulan Mei s.d Juni 2018.

3.3 Informan Penelitian

Sampel dalam penelitian kualitatif selanjutnya disebut sebagai partisipan atau

informan (Sugiyono, 2017). Pemilihan informan dalam penelitian ini

menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan jabatan dan fungsi

yang mewakili Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan informan yang

berfungsi sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).  Selanjutnya

informan dikelompokkan  dalam 2 (dua) kelompok yaitu: 1) Kelompok TAPD

yang terdiri dari Pejabat Eselon III dan Eselon IV pada OPD pengelolaan

pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan perencanaan pembangunan

daerah. 2) Kelompok APIP yaitu informan anggota Tim Revieu Laporan
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Keuangan Pemerintah Daerah dari Inspektorat Daerah dan auditor internal dari

BPKP perwakilan Lampung.

Jumlah informan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan pendapat dari

Creswell (2015) dalam bukunya yang menyebutkan bahwa dalam satu

fenomenologi penelitian kualitatif menggunakan ukuran 10 individu, sedangkan

dalam grounded theory menggunakan 20 hingga 30 individu agar dapat

mengembangkan teori yang lengkap.  Berdasarkan hal tersebut penulis berinisiatif

menggunakan jumlah informan antara 10 hingga 20 individu dalam satu

kelompok informan.   Dalam penelitian ini jumlah informan dari kelompok TAPD

berjumlah 15 orang dan jumlah informan dari kelompok APIP berjumlah 12

orang, dengan total informan berjumlah 27 orang.

3.4 Jenis Data dan Triangulasi Data

Jenis data dalam penelitian ini data primer yaitu data yang diperoleh langsung

dari objek penelitian, dengan sumber data berupa informasi yang diambil

langsung dari informan tentang permasalahan yang akan diteliti. Triangulasi data

menggunakan metode triangulasi sumber data dan triangulasi teknik

pengumpulan data.  Triangulasi sumber data yaitu pengumpulan data dengan satu

teknik pengumpulan data yakni wawancara mendalam dengan sumber-sumber

informan yang berbeda.  Triangulasi teknik pengumpulan data yaitu metode

pengumpulan data  dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan

tekinik yang berbeda (Sugiyono, 2017).  Triangulasi data yang penulis gunakan

sekaligus untuk menilai reliabilitas dan validitas data dalam penelitian dan untuk

mengurangi bias antara keduanya peneliti dan informan (Pattilima, 2010).
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3.5 Teknik Pengambilan Data

Data diperoleh melalui teknik wawancara terbuka. Jenis wawancara yang

digunakan dalam penelitian menggunakan wawancara semiterstruktur dimana

informan diminta mengemukakan pendapatnya secara terbuka termasuk ide-

idenya terkait fokus permasalahan yang dibahas. Struktur wawancara berupa

pertanyaan secara lisan kepada informan dengan jenis pertanyaan yang sama

dengan struktur pertanyaan dimulai dari frame diagnosis mengenai permasalahan

dan kendala utama terkait pemanfaatan informasi akuntansi akrual, frame

prognosis mengenai upaya dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka

mengatasi permasalahan dan kendala yang tersaji dalam frame diagnosis serta

frame motivational mengenai mengapa hal itu perlu dilakukan dan apa

manfaatnya apabila upaya dan strategi dijalankan dalam rangka mengatasi

permasalahan sehingga informasi akuntansi berbasis akrual dapat dimanfaatkan

dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam melakukan wawancara, selain membawa instrumen berupa pedoman untuk

wawancara, peneliti juga menggunakan alat bantu berupa alat rekam percakapan

(handphone dan alat recording lainnya). Wawancara dilakukan dalam ruangan

tertutup dengan tujuan untuk memperoleh hasil rekaman yang jernih bebas dari

gangguan suara-suara lain yang mempengaruhi kualitas rekaman. Tahapan

pengambilan data menggunakan dua tahap, pertama peneliti mendatangi dan

meminta izin untuk bersedia menjadi informan.  Apabila informan bersedia

selanjutnya peneliti memberikan lembar isian wawancara dengan format yang

sama kepada semua informan dengan memberikan penjelasan terlebih dahulu
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mengenai tema penelitian.  Tahap pertama ini informan diberi kesempatan untuk

menuangkan pendapat dan gagasannya melalui tulisan mengenai tema penelitian.

Tahap kedua peneliti meminta waktu kepada informan untuk melakukan

wawancara pada saat itu juga atau sesuai kesepakatan jadwal dengan informan.

3.6 Teknik Analisis dan Manajemen Data

Hasil wawancara direkam dan ditranskrip.  Total waktu rekaman wawancara

sekitar 4 jam 10 menit dengan rata-rata 9 menit rekaman wawancara setiap

informan, dengan total lebih dari 50 halaman transkrip wawancara dari 27

informan  kelompok TAPD dan APIP Pemerintah Provinsi Lampung. Teknik

analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut

Creswell (2015), dimana analisis data dilakukan setelah selesai pengumpulan data

dalam periode tertentu. Langkah pertama analisis data adalah sebagai berikut:

menyediakan data mentah yang berupa transkrip wawancara, catatan lapangan

dan pandangan peneliti sendiri; mengorganisasikan dan menyimpan data yang

akan dianalis, membaca seluruh data, melakukan coding, menyusun tema-tema,

deskripsi data, mengkontruksi antar tema, interpretasi dan memberi makna tema

yang telah disusun. Langkah analisis kedua membagi tema utama dan tren yang

diidentifikasi pada langkah pertama kedalam tiga frame analisis data yaitu

“diagnosis” (D), “prognosis” (P) dan “motivational” (M) kategori berasal dari

framing theory (Benford and Snow, 2000). Setiap ciri D, P dan M yang muncul

merupakan tiga frame sebagai hasil penelitian, dan tiga frame yang muncul

selanjutnya disebut sebagai data empiris.
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Proses koding dengan menggunakan software pengolahan dan manajemen data

kualitatif Computer-assisted qualitative data analysis software (CAQDAS) yang

cukup populer berupa aplikasi Nvivo versi 12 yaitu alat manajemen data yang

dirancang untuk menganalisis data hasil penelitian kualitatif. Output koding data

dari NVivo 12 yaitu word frequency query result dan explore diagram codes

sebagai dasar pengolahan data. NVivo merupakan software analisis data

kualitatif yang dikembangkan oleh Qualitative Solution and Research (QSR)

international. QSR sendiri adalah perusahaan pertama dari negara Australia yang

mengembangkan software analisis data kualitatif yang merupakan produk

unggulan QSR yang telah digunakan sekitar 400.000 peneliti di 150 negara (Sidik

dan Mulya, 2011).

NVivo merupakan perangkat lunak data kualitatif yang paling banyak digunakan

oleh akademisi dan peneliti profesional di seluruh dunia. NVivo digunakan

dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu perilaku sampai kesehatan yaitu

dalam penelitian medis, psikologi, pendidikan, ilmu sosial dan ilmu politik.

NVivo juga ideal untuk proyek penelitian pemerintah dan bisnis yang kompleks,

seperti yang dilakukan dalam penelitian sumber daya manusia, pemasaran, hukum

dan lainnya. Baik bekerja secara individu maupun dalam tim, NVivo dapat

membantu menjawab pertanyaan yang kompleks. Fungsi penggunaan NVivo

salah satunya adalah bisa digunakan untuk memastikan pengambilan keputusan

seputar kebijakan pemerintah termasuk penganggaran dan pengawasan

(www.qsrinternational.com).
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Yuliansyah dkk. (2012) menyebutkan bahwa penggunaan komputer dalam proses

analisis kualitatif dapat menambah ketelitian dan prestise dalam penelitian yang

dapat menghasilkan analisis yang terpercaya. Penggunaan alat bantu komputer

dapat digunakan untuk memfasilitasi dan membantu dalam pengelolaan dan

manajemen data, sehingga dapat meningkatkan kualitas penelitian kualitatif.



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui frame kemanfaatan informasi akuntansi

berbasis akrual dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).  Penelitian

ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis berdasarkan teori framing.

Penulis melakukan analisis hasil wawancara dan membangun frame kemanfaatan

informasi akuntansi berbasis akrual dari sudut pandang TAPD dan sudut pandang

APIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Frame yang terbentuk dari

dua sudut pandang tersebut akan membentuk satu frame utama sebagaimana

tujuan yang diharapkan dari penelitian ini. Frame disajikan dalam tiga unsur

frame yaitu diagnosis, prognosis dan motivasional. Hasil wawancara

menunjukkan bahwa informasi akuntansi berbasis akrual dalam LKPD belum

dimanfaatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga dari hasil

analisis didapatkan penyebab masalah, strategi penyelesaian masalah dan

motivasi penyelesaian masalah sesuai tema penelitian.

Hasil analisis framing kemanfaatan informasi akuntansi berbasis akrual dalam

laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
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1. Frame diagnosis kemanfataan informasi akuntansi berbasis akrual pada

laporan keuangan pemerintah daerah, diperoleh gambaran tentang permasalah

dan kendala yang dihadapi dalam pemanfataan informasi akuntansi berbasis

akrual dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu: 1) SDM meliputi:

jumlah SDM basis pendidikan akuntansi masih kurang, dan pemahaman SDM

tentang pemanfaatan informasi akuntansi dalam LKPD masih rendah, 2) Data

LKPD meliputi: data dalam laporan keuangan belum full disclosure, tidak

disajikan secara utuh, tidak valid terutama dalam perhitungan nilai aset tetap,

3) Sistem meliputi: sistem informasi akuntansi yang tidak terintegrasi dan tidak

full accrual, dan tidak menghasilkan data akrual secara harian dan bulanan,

4) Pengguna Laporan meliputi: rendahnya komitmen dan pemahaman

pimpinan selaku pengguna laporan (user) tentang manfaat informasi LKPD,

dan kurangnya kesadaran pihak legislatif  tentang pentingnya informasi dalam

LKPD, dan 5) Regulasi meliputi: regulasi tidak memberi peran terhadap

informasi yang tersaji dalam LKPD, regulasi yang belum mengatur tentang

pemanfaatan informasi akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah

tertutama dalam proses perencanaan dan penganggaran

2. Frame prognosis kemanfataan informasi akuntansi berbasis akrual pada

laporan keuangan pemerintah daerah, diperoleh gambaran strategi dan upaya

mengatasi permasalahan pada frame diagnois, yaitu: 1) Pendidikan dan

pelatihan SDM secara berjenjang pada tingkat operasional disetiap OPD,

2) Sosialisasi kepada jajaran pimpinan daerah termasuk jajaran legislatif

tentang pemanfaatan informasi yang tersaji dalam LKPD, 3) Perubahan sistem

berupa penyediaan sistem informasi akuntansi online berbasis akrual dan
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terintegrasi dengan sistem perencanaan (e-planning) dan sistem penganggaran

(e-budgeting) dan langsung dimonitor oleh pimpinan, 4) Perubahan regulasi

baik pusat maupun daerah yang memberikan peranan terhadap informasi

akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah, dan membuat pedoman

tentang pemanfaatan informasi akuntansi terutama dalam proses perencanaan

dan penganggaran pemerintah.

3. Frame motivasional kemanfataan informasi akuntansi berbasis akrual pada

laporan keuangan pemerintah daerah, diperoleh gambaran manfaat yang

didapat oleh pemerintah daerah apabila strategi dijalankan untuk penyelesaian

masalah, yaitu: 1) meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan

daerah, 2) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,

3) meningkatkan kinerja dan penilaian kinerja serta peningkatan pengawasan

internal pemerintah daerah, 4) mempermudah dalam pengambilan keputusan,

lebih realistis dan lebih tepat dalam keputusan penganggaran (prudent) dan

lebih komprehensif, 5) mengurangi politisasi anggaran dan meminimalisir

peluang terjadinya korupsi, 6) mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam dalam

pengelolaan keuangan daerah (konservatism), 7) dapat dipergunakan dalam

perhitungan tarif pelayanan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya melibatkan informan di lingkungan Pemerintah Provinsi

Lampung saja, tanpa melibatkan informan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota.

2. Penelitian ini lebih bersifat analisis kualitatif dengan pendekatan riset

fenomenologi, bukan riset yang bersifat grounded theory.
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5.3 Saran

1. Bagi Pemerintah Provinsi Lampung

a. Mengalokasikan biaya atau anggaran untuk peningkatan pengetahuan dan

pemahaman pegawai dibagian perencanaan, penganggaran dan akuntansi

berupa pendidikan dan pelatihan secara berjenjang tentang teknis

pemanfaatan informasi akuntansi yang tersaji dalam laporan keuangan

terutama pengambilan keputusan dalam proses perencaan dan

penganggaran.

b. Menambah jumlah pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi

dan melakukan pemerataan pegawai dengan latar belakang akuntansi di

setiap OPD.

c. Melakukan sosialisasi kepada jajaran pimpinan OPD dan pejabat terkait,

tentang pentingnya informasi yang tersaji dalam laporan keuangan

pemerintah daerah (LKPD) sebagai dasar pengambilan keputusan.

d. Membuat regulasi ditingkat pemerintah daerah berupa pedoman

pemanfaatan informasi yang tersaji dalam LKPD baik dalam proses

perencanaan maupun proses penganggaran.

e. Membangun sistem informasi akuntansi yang full accrual yang

terintegrasi secara online mulai dari sistem perencanaan (e-planning),

penganggaran (e-budgeting) untuk mendukung keberhasilan implementasi

SAP akrual pada pemerintah daerah.
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2. Bagi Penelitian Selanjutnya

a. Melakukan penelitian dengan tema yang sama dengan informan yang lebih

luas mencakup informan dari kabupaten/ kota di Provinsi Lampung dan

atau  wilayah provinsi lainnya;

b. Melakukan penelitian dengan pembuktian hasil dalam penelitian ini secara

kuantitatif untuk mengetahui konsistensi hasil meskipun dengan

pendekatan yang berbeda.
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